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ABSTRAK

Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh
terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang
modcrn' seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung
produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti
kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan

kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang menggangu masyarakat.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah kriteria keadaan tertentu dan

kewenangan polantas mengatur lalu lintas dalam keadaan tertentu berdasarkan

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012.
Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang

normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan
untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum

lainnya.
Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah Dalam keadaan
k Indonesia mempunyai wewenang

tertentu Petugas Kepolisian Negara Republi
yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang
[alu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012.
Rekomendasi terhadap Polisi Lalu Lintas khususnya hendaknya selalu

memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-dengan segenap
komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara guna mewujudkan keamanan

dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan, Polisi Lalu Lintas, Keadaan Tertentu.
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BAB IV
PENUTUP

\ waimpuluu
h-nis—-h‘“i-“ Keadaan Tertentu
Adapun Jenis-Jenis keadaan fertentu bedasarkan Pasal 4 ayal (1)
peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 adalah :

a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;

b. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;

c. adanya pekerjaan jalan;

d. adanya kecelakaan lalu lintas;

o. adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari
ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahunsuatu
kota, dan hari-hari nasional lainnya;

{ adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun
internasional;g.terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhanmassa,

demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; danh.adanya penggunaan
jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas

7. Kewenangan Polantas Mengatur Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu
Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012

Dalam keadaan tertentu Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 4 ayat

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2012 yang berbunyi:

Pasal 104 berbunyi :

1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

dapat melakukan tindakan:
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Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Un .
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Republik Indonesia Nomor
Kepala Kepolisian Negara . ol
Pmn:;al?langpl’engaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan
Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

: . 23 Tahun 2010
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonegzi Nomt;;epoﬁﬁm i
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